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MATRIKS APLIKASI CUTI LAMA DAN BARU
T

1 Persyaratan Cuti Umum Persyaratan Cuti Disederhanakan

» Surat pengantar yang sudah di » Surat pengantar yang sudah ditandatangani
tandatangani » Surat permohonan yang sudah ditandatangani

» Surat permohonan yang sudah » Cuti sebelumnya ( jika ada)
ditandatangani » Surat sakit dari dokter pemerintah (cuti sakit)

» Surat cuti sebelumnya

» Fotokopi sk jabatan

» Fotokopi sk pangkat

» Fotokopi SKP 2 tahun terakhir

» Surat sakit dari dokter pemerintah (cuti

sakit)

Y M a
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LANJUTAN

Verifikasi cuti dilakukan Semua cuti verifikasi di
hanya yang di proses di |BKD, kewenangan

BKD pemrosesan masih
seperti awal

3 Penandatanganan manual Penandatanganan

sekaligus dilakukan
pada aplikasi

Format menyesuaikan PP Format menyesuaikan

Nomor 24 Tahun 1976 dengan Perka BKN No
24 Tahun 2017

Y A
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MELAKUKAN VERIFIKASI
CUTI
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CUTI TAHUNAN (1)

.» PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang | (satu) tahun

. secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

« Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 12 (dua belas) hari kerja.

« Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu)

hari

Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau calon PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas
cuti tahunan.

Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat
yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti

tahunan.




CUTI TAHUNAN (2)

 Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat
yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut

dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender

« Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang

bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling

lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam

tahun berjalan.

« Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih
berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling
a 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan

m tahun berjalan.




CUTI TAHUNAN (3)

« Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat
yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling

==

lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

« Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya

selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam

tahun berjalan.

NS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada
erguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan,

a dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.




CUTI BESAR (1)

« PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun
secara terus menerus berhak atas cuti besar lama 3
(tiga) bulan

« Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya

belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak

berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang

bersangkutan.

ntuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang

ersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis

pa PPK atau pejabat yang menerima delegasi

g untuk memberikan hak atas cuti besar.




CUTI BESAR (2)

 Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya
untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan
dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

 PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga)
bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya
hapus

« Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.




« Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

« PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas
cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan

secaratertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.

* PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit untuk

. ak;u paling lama 1 (satu) tahun., dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus

engajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter

erintah.

ila dalam jangka waktu 1 tahun belum sembuh, maka dapat ditambah untuk paling
6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguiji
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

atan.




* PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 1/2 tahun,
harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang
ditetapkan olen menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

« Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari
penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari
Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan

antuan peraturan perundang-undangan.

 'PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling
1/2 (satu setengah) bulan. Dengan melampirkan surat keterangan
tau bidan.

ng mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan
ewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat

ak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari




Untuk kelahiran anak pertama sampal dengan

-

kel'éhiré;r? anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak

atas cuti melahirkan.

Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada

PNS diberikan cuti besar.
Lamanya cuti melahirkan 3 (tiga) bulan.

lama cuti bersalin PNS menerima penghasilan




a CUTI KARENA ALASAN PENTING (1)

Diberikan kepada PNS karena:

a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras

atau meninggal dunia;

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia,
dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus

"~=mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau

c. Melangsungkan perkawinan.

laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi Caesar dapat diberikan CAP dengan

pirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan

ang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan

e elampirkan surat keterangan dari Ketua RT




4 —
CUTI KARENA ALASAN PENTING (2)

 PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan
dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna

memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan
« Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan

« D hal yang mendesak sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat

n'1' gu keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, pejabat

ditempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara




CUTI BERSAMA

* Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
. 'C-iut._i‘ bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

« Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

« PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak

atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah
sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak
diberikan dan hanya dapat digunakan dalam tahun

berjalan.




4 —
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (1)

« PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena

alasan pribadi dan. mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
e Cuti di luar tanggungan-h'é‘gara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

« Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama |

(satuptahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

| luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan

Ikan dari Jabatannya.

ng menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara




<

. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (2)

« Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan

mengajukan permintaan secaratertulis kepada PPK disertai dengan alasan.

« Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK

setelah mendapat p'ersefijTTJan dari Kepala BKN.

« PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan

negara.

honan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.

menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak

penghasilan PNS.

enjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai
PNS




« PNS vyang telah selesai menjalankan CLTN
wajib melaporkan diri secara tertulis kepada
Instansi induknya paling lama 1 (satu) bulan

setelah selesai menjalankan CLTN

« PPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

- bulan menerima laporan wajib mengusulkan

persetujuan dan pengaktifan kembali kepada

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional




<
 PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, CAP dan cuti bersama dapat dipanggil kembali I

bekerja apabila ada kepentingan yang mendesak dan jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak

PNS yang bersangkutan.

« Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan CAP yang akan dijalankan di luar negeri hanya

dapat diberikan oleh PPK.

« Dalam hal yang mendesak terhadap hak cuti di atas, sehingga PNS tidak dapat menunggu keputusan dari PPK,

pejabat tertinggi ditempat PNS tersebut bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk

ngan kinerja, dan tunjangan perbaikan penghasilan diberikan kepada PNS yang sedang

tuan perundang-undangan
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI StPIL

Kepada
Yth. .
i

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

(1 DATA PEGAWAI

Narna . f__ﬂn’ — * E—— .

Jabatan Masa Kena

Unit Kerja =

Il _JENIS CUTI YANG DIAMBIL™ T = —]
L 1._Cuti Tahunan 2 Cuti Besar i ]

3_Cuti Salkit 4. Cuti Molahirkan |

3. Cuth Karena Alasan Penting 6. Cuti du Luar Tanggungan

Negara

111 ALASAN CUTI

IV LAMANYA CUTY o = =
[ Selama ari/bulan/tehun)® | mubal ta I “Tejal

V CCATATAN CUTI

— — —— — —

CLCUTITAHUNAN T3 CUTIHESAR ]
[ Tahun Sina | Keterangan | 3. CUTI SAKIT 3
N2 4. CUTI MELAHIRKAN
N1 B | 5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
N B |6 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
VI ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI )
TELP I
Hormat save,
L J
NIP,
[V, PERTIMBARGAN ATASAN LANGSUNG**

DISETUIUL PeRUBANAN" | DIANGOURRAR= | TioAK ORSETUIGI=

Tud. yang disorta: Naina
dun NIP Pejabat

lbm:'rwuu : | PERUBAHAN " l"ﬁ‘c‘ﬂnmunux---- &m»\x DISETUJUI™"
Tid. yang disertal Nama “
dan NIP Pejabat |

Catatan

$ Coret yang tidak perlu

** Plih salah satu dengan member tanda centang (V)

*** dusi oleh pejatut yang menangani bedang kepegawaian sebelum PNS mengajukan cuti
sest diberi tanda e dan al

= Cuts tabun hv).hn

1 = Sisa cuts | tahun sebelumnya

-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya




ANAK LAMPIRAN 1 ¢

PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAMUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUT! PEGAWAI NEGER! SuMmL

CONTOH IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING

1ZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
NOMOR

1. Dibenitkan zin sementara untuk melaksanakan cuti karena alasan penting
kepada Pegawai Negeri Sipil
Nama
NIP
Pangkat /golongan ruang
Jabatan
Unit Kerja

Selama .....oooivvieninn. hari, terhitung mubad tanggal sampai dengan

tanggal ., dengan ketentuan sebagal benkut:

a  Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting, wasib menyerahkan
pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabart lan yang ditunjuk

b, Sctelnh selesai menjalankan cuti karena alasan penting, wagdh melaporkan
diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali scbhagamana biasa

2, Demikian inn sementara melaksanakan cuti karena alasan penlng i dibuat
untuk dapat digunakan scbagaimana mestinya,

TEMBUSAN:

3 dan seterusnya.

Catatan:
. Tulis nama jabatan dan pejabat yang berwenang memberikan izin sementara




ANAK LAMPIRAN 1 ¢

PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAMUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUT! PEGAWAI NEGER! SuMmL

CONTOH IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN
CUTI KARENA ALASAN PENTING

1ZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
NOMOR

1. Dibenitkan zin sementara untuk melaksanakan cuti karena alasan penting
kepada Pegawai Negeri Sipil
Nama
NIP
Pangkat /golongan ruang
Jabatan
Unit Kerja

Selama .....oooivvieninn. hari, terhitung mubad tanggal sampai dengan

tanggal ., dengan ketentuan sebagal benkut:

a  Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting, wasib menyerahkan
pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabart lan yang ditunjuk

b, Sctelnh selesai menjalankan cuti karena alasan penting, wagdh melaporkan
diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali scbhagamana biasa

2, Demikian inn sementara melaksanakan cuti karena alasan penlng i dibuat
untuk dapat digunakan scbagaimana mestinya,

TEMBUSAN:

3 dan seterusnya.

Catatan:
. Tulis nama jabatan dan pejabat yang berwenang memberikan izin sementara




ANAK LAMPIRAN 1 4
PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN CUT! PEGAWAI NEGER! SIPIL

CONTOH PERMINTAAN PERSETUJUAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA*

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...........**

CNAMA =———— [ ' ]
ET -
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
JABATAN |
UNIT KERJA

MASA KERJA GOLONGAN PADA TANGGAL

e — e —

GAJIPOKOK ‘
TELAN BEKERJA SECARA TERUS
MENERUS SEBAGA! PEGAWAI NEGERI TANGGAL BULAN TAHUN .
|SIPILSEJAK (e . J
ALASAN PERMINTAAN CUTI
LAMANYA CUTI

| NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN 1
WILAYAH PEMBAYARAN

DITETAPKAN TANGOAL ... . .. TANGOAL .
An KEPALA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
-
Loy ] (i )
NP
Catatan

by Dibant ASLY ranghap 3 (tiga)
» Coret yang tidak periv
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ANAK LAMPIRAN 1 ¢

PERATURAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
NEPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TANUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI FEGAWAI NEGER SuML

CONTOH KEPUTUSAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KEPUTUSAN.......

NOMIOR. e

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA *

Menimbang

Mengingat

Menctapkan
KESATU

& bahwa berdasarkan pﬂmmnm/pam-a cuti & lJuar

tanggungan negara Sdr tanggal

: dan persetujuan ch-h Badan Kepogawasan

Newn/)(rpqh Kantor Regional Badan Kepegawaan Negara

nomor ... tanggal yang bersangiutan telah memenuhs

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksod
dalam huruf a, perlu menctapkan keputusan cuti & loar
LANEEUNEAn Negara;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipd
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipidl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037),

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor . Tahun
WOV tenuu‘l‘ananunnCuuPcp-Nc@-aSqi
(Benuﬂmuwbbkm‘hhunmnﬂm ——

MEMUTUSKAN:

: Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawas Negeni

Sipal:

Nama
NIP

f

I

H KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

SrseN -

¢ Selamn menjalankan cuti & luar tanggungan negara, yang
bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak

diperhitungkan scbagal masa kerja PNS

Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir PNS
yang bersangkutan wajib melaporkan din secara tertulis kepada
pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan

Apabila tdak melaporkan din tepat pada waktunya PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebaga PNS

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan schagmmana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

Catatan:

Coret yany tidak periu

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Direktur Jenderal Perbendaharann Negara Kementerian Keuangan

Deputs Bidang Mutasi Kepegawman Badan Kepegawnian Negara

Deputi Badang Sistem Informasi Kepegawnian Badan Kepegawaian Negara

Kepula Kantor Pelayanan Perbendaharaun Negara/Kepala Badan /Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dy




ANAK LAMPIRAN LT

PERATURAN HADAN KEPEQAWAIAN NEGARA
REPUHBLIE INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUT! PEGAWAI NEGER SIPIL

CONTOH PERMINTAAN | PERMOHONAN PERPANJANGAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

Yung bertands tangan di bawah i

Nama

NIP

Pangkat [ Oaolongan Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Memberitahukan dengan hormat, bahwa cuti di luar tanggungan negara yang ssdang

saya jalankan berdasarkan Keputusan .......... Nomor ... tlanggal ... &ka&n;

berakhir tanggal. ..
E:huwnnn d:npn

mlh'.n :.lf_vn mm“uh:.l.n p-:rmnl.l.ln,l'pu'mu!mm pﬂ]:lnj.lnpn ruh d.l. 'lui:r
tanggungan negara  tersebut  selama.. ... terhotung  mulal  tenggal

venennans 800 TAAERAL. . e
S.-.I.l.mn mm]lhnlun cuti di huar me.mpn nep.rllllmltli}'lmdl

Demilianiah pﬂmmtm ini l-l_'.-'l. ‘buat untuk l:l-lp-t dlpcrhmhm:a:lnn -:In.pmu.n:
mestinya

Hormal savia,




ANAK LAMPIRAN 1 g
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGER! SIFIL

L CONTOH PERMINTAAN/ PERMOHONAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA*
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... .
[ NAMA —
NIP

KEPUTUSAN PEMBERIAN CUTI DI LUAR

TANGGUNGAN NEGARA

a4 NOMOR

b. TANGGAL

¢ LAMANYA CUTI YANG TELAH
DIBERIKAN

'd. BERDASARKAN PERSETUJUAN NOMOR ]

| KEPALA BKN TANGGAL
LAMANYA PERPANJANGAN CUTI YANG o
DIMINTA
ALASAN PERMINTAAN PERPANJANGAN
| cun
| NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BN |
| WILAYAH PEMBAYARAN

A — S—

INTETAPKAN TANGOAL - TANGOAL
A.n KEPALA BADAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
L s 2 ( )

NP N3
Catatan:

* Dibuat ASLI rangkap 3 (tiga)
o Coret yany tidak periu.




ANAK LAMPIRAN 1 h Masa Kerya Oolongan

PERATURAN HADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
< REPUBLIK INDONESIA Untuk Kenaskan Cayl tahun bulan
NOMOR 24 TAMUN 2017 Berkala Berikutnya
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWA! NEGER! SIPIL Diperpanjang selama terhitung mulal tanggal
sampas dengan tanggal .
CONTOH KEPUTUSAN PERPANJANGAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEDUA Selama menjalankan cuti di luar tanggungan nogara,  yang
bersangkutan tidak berhak menenma penghasian PNS dan tdak
KEPUTUSAN................ diperhitungkan sebagai masa kena PNS
DRI . sicicasconparsanisss saspisniaassrprionivasieismomrsspe
KETIGA 1 Seteluh jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhis PNS
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA ............* yang bersangkutan wajib melaporkan dinl secara tertulis kepada
Menimbang : a bahwa berdasarkan pcrmimnn/pumohonnn PerpRnjangan pimpinan instanss paling lambat | (satu) bulan
mu;:"" tanggungan mﬁw ,u.n :.m‘ IBI KEEMPAT ¢ Apabila udak melaporkan dini lepat pada wakwunys PNS yang
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan bersangkutan diberhentikan dengan hormat scbagai PNS
Kepegawaian Negara nomor ... tanggal ... yang

bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam hurufl a, perlu menctapkan keputusan perpanjangan
cuti di luar tanggungan negara;

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangiutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengngat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil ” &
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ¥
Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara pada tanggal
Republik Indonesia Nomor 5494,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara eldainsion si stttk ioasaa e sasasadsiie
Republik Indonesin Nomor 6037);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun
. tentang Tata Cara Pemberian Cutl Pegawal Negen Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor .. ) Nocmrnprorssamermenssmssmeerrerren)
MEMUTUSKAN: Catatan:
Menetapkan Coret yang tidak periu.
KESATU CoCut Al lusr tanggungan Negara yang diberikan  berdasarkan
Keputusan ................. Notner ...... s R Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Kepada Pegawal Negeri Sipil 1. Ketua Badan P Mt Son
Nama 2 Direktur Jenderal Angearan Ktmu-mn Keuangan
NP 3. Dircktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementenan Keuangan
Pangkat/golongan 4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
ruang 5 Deputi Bidang Sistem Informas Kepegawaan Badan Kepegawmian Negara
Jabatan terakhir 6. Kepaln Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Badan /Dinas
Unit Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di ..
Mana Keryn Golongan

pada tanggal .. ... s tahan o bulan




AMAK LAMPIRAN 1.1

PERATURAN DADAN BEEFEGAWAIAN NEGARA
KEFUHLIE INDORNESLA

HOMOKR 34 TRHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUT MEGAWAI NEGER] SIFIL

CONTOH LAPORAN TERTULIS TELAH SELESAI MENJALANKAN
CUTI M LUAR TANGOUNGAN NEGARA

Yih ..

Yang beerianda tangan di bawad i

MNarma

NIF

Panghat /golongan ruang
Unit Kerja

dengan ini melaporkan bahwa sayva pada tanggal . .. telah sclesal menjalankan
ot di luar tangiaingan Negara berdasarkan Keputusan . Nomor Lasuggal
Berkennan dengan hal teracbul saya mengajulkan permohonan uniul dapat dianghat
clan dinktifoan kembali,

Demikinn laporan il says buat untuk dapat digunakan scbagaimans mestinya

Hormat saya.




ANAK LAMPIRAN 1§

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGER! SIFIL

CONTOH PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI
SETELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

PERSETUJUAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK
MENGAKTIFKAN KEMBALI PEGAWA] NEGERI! SIPIL YANG TELAH SELESAI
MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA*

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA .. **
NAMA ]
TEMPAT, TANGGAL LAHIR |

| NIP —]

1. PANGKAT
2.  GOLONGAN RUANG =
3. TMT .
4. MASA KERJA GOLONGAN .. tahun ___ bulan 1
S.  GAJI POKOK Rp. 5
6. PERSETUJUAN KEPALA BKN NOMOR
TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR
. TANGGUNGAN NEGARA _ TANGGAL |
M | 7. KEPUTUSAN CUTI DI LUAR NOMOR
A TANGGUNGAN NEGARA TANGGAL
8. PERSETUJUAN KEPALA BKN | NOMOR §
TENTANG PERPANJANGAN CUTI DI = -
LUAR TANGGUNGAN NEGARA | TANGGAL
9. KEPUTUSAN PERPANJANGAN CUTI DI | NOMOR
LUAR TANGGUNGAN NEGARA TANGGAL
'10. TANGGAL SELESAI MENJALANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA | |
1. | PANGKAT i
B 2| GOLONGAN RUANG "
& 3| MASA KERJA GOLONGAN — tahun .. bul
U |4 | GAJIPOKOK Rp.

| | 5. | BERLAKU MULAI , ) B
NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN - |
WILAYAH PEMBAYARAN |

DITETAPKAN TANGGAL .......... ) .. tmragga)

A.n KEPALA BADAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

L J t )
Nip.

Catatan:

> Dibunt ASLI ranghkap 3 (tign)
**  Caret yang tidak perlu




).

CONTOH KEPUTUSAN

ANAK LAMPIRAN 1 &

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TANUN 2017

TENTANG

TATA CARA FEMBENIAN CUTI PEGAWAI NEGER] S

PENGAKTIFAN KEMBALI

KEPUTUSAN,
NOMOR. .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA /GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA ¥

Menimbang

Mengpingat

Menctapkan
KESATU

bahwa berdasarkan surat Sdr NP

tanggal ., dan persetyyuan  Kepala Badan
Kepegawalan  Negara/Kepala Kantor Regonal  Badan
Kepegawaian Negara nomor tanggal yang bersangioutan
telah memenuhi persyaratan untuk diakedican kemball sebagad
Pegawal Nogent Sipil sesual dengan peraturan  perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud

dalam huru! a, perly menctapkan keputusan pengaktifan
kembali scbaga Pegawa Negen Sapal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipel
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017  tentang
Manajemen Pegawai Negeni Sipd (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Badan Kepegawwan Nogara Nomor Tahun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor .|,

MEMUTUSKAN

Mengaktifkan kembali Pegawad Negen Sepal:

Nama

NIP

Pangkat /golongan
ruang
Jabatan

Gayi pokok M
Terhitung mula tanggal mmwm

Negeri Sipil.

KEDUA . Keputusan mi mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA ¢ Apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeltruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan
untuk diketahus dan dipergunakan sebogaimana mestinya,

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Catatan|
v Coret yang tidak periu,

Tembusan Keputusun inl disampaikan kepada:

Ketun Badan Pemernilkosa Keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementenian Keuangan

Deputi Bidang Mutas Kepegawnian Badan Kepegawalan Negara

Deputi Bidang Sistem Informani Kepegawalan Badan Kepegowaian Negara

Kepala  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Newu/Ktpda Badan /Dinas
Pengeloloan Keuangan dan Aset Dacrah di

oL N -

=




ANAK LAMPIRAN 1)

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTY PEGAWAI NEGER! SiPiL

CONTOH PERMINTAAN PENYALURAN PEGAWAI
PENEMPATAN PADA INSTANSI LAIN

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawmian Negara
di
JAKARTA
Nomor
Perithal : Permintaan Penyaluran Pegawai

1. Bersama ini dibentahukan bahwa :

a. Nama

b, NIP

¢. Pangkat /golongan ruang terakhir
d. Unit Kerja terakhir

Telah selesii menjnhnkm cuti di luar tanggungan Ne.ua sclams .

berdasarkan Keputusan .. .. Nomor ... .. tanggal ..
2. Berdasarkan surat Pegawas Negen Sipil vang bersangkutan tanggal tciah
melaporkan dini dan meminta untuk dapat diaktifkan kembali.

3. Permintaan pengaktifan kembali Pegawas Negeni Sipil yang bersangkutan tidak
dapat dipenuhi karena tidak tersedia lowongan jabatan pada mstans: kami

4. Schubungan dengan hal tersebut di atas maka dimohon bantuan saudara untuk
dapat menvalurkan Pegawas Negtn Sipil yang bersangkutan kepada instans: han.
Scbagai bahan pertimbangan sampaikan data kepegawalan yang
bersangkutan secara lengkap.

5. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan tenmakasth

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Catatan:
o Coret yang tidak periu




o PEJABAT YANG BERWENANG
< MEMBERIKAN CUTI :

N
7
A-Z‘ZMEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

(PPK)

- PPK DAPAT MENDELEGASIKAN
SEBAGIAN WEWENANGNYA KEPADA
PEJABAT DI LINGKUNGANNYA




KEWENANGAN PEJABAT PEMBERICUTI SESUAI PERGUB KALTIM NOMOR 4 TAHUN 2006
Kewenangan pejabat pemberi cuti

Cuti besar \

Cuti sakit dibawah 14 V
hari

Cuti sakit diatas14 hari \

Cuti bersalin N

Cuti alasan penting v

Cuti diluar tanggungan Gubernur
negara




SEKIAN
TERIMA KASIH




